SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOUTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA
MENENGAH NAGARI, RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang @ =. bahwa Pembangunan Nagari bertujuan
menimgkatkan kesejahteraan masyvarakat Nagari
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dam prasarans  Nageri,
pengembangan potensi ckonomi  lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berlcelanjutan;

b. bahwa dalam rangks mendorong potensi Nagari
disektor ekonomi, sosial den linglungan dengan
mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai
pelaku utama pembangunan, sesuai dengan misi 3
{tiga) vang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor
3 Tshun 2021 tentang Rencana Pembanpgunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, periu
didukung oleh aspek perencanaan pembangunan
Nagari; '

c. bahwa agar penyusunan perencansan
pembangunan Nagari seauel  kewenangan,
penyusunan Rencana Pembangunan Janghka
Menengah MNegeri, penyusunsn Rencana Kerja
Pemerintah Nagan dapat berjalan eicktf, efisien,
berkesinambungan dan sinergis dengan
perencanasn pembanpunan daerah, | maka
dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis



Mengingat

Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Magari dan Rencana Kerja Pemerintah
Nagari zerta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Nagari,

. bahwa sesual keterituan dalam Pasal B9 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan

sbalrwa  Petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari

dan RKP Nagari serimn pedoman teknis pelaksanaasn
kegiatan pembangunan MNagan lebih lanjutr diatur
dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, hurfuf ¢ dan
hurul d diatas perlu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana
Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Nagari.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 235):

. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran MNegaras Republik Indonesia Tehun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4421);

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495] sebagsimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tehun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan MNegara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi ancamsn vang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas  Sistem Keuangan menjadi Unocang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65 16);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) ssbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
sRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243,
Tambahan Lembaran DNegara Eepublik Indonesia
Nomor 5373);

5. Peraturean Pemerintah WNomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Momor & Tahun 2014 tentang Desa ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah divubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tetang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berite Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 2004);

¥. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

8. Peraturan Mentern Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fencana
Pembangunan  Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 Nomer 3).



Meneta pk:a_n

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMEBANGUNAN JANGHEA
MENENGAH NAGARI, RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI DAN PELAHSANAAN HKEGIATAN PEMBANGUNAN

NAGARI

BAB1
HETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :
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Pemerintah Daerah azdalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

Nageri adalah kesatuan masyarakat hubum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdazarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus
Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan  yang anggotanya merupakan walkil dari
penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayash dan
ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan cleh Wali Nagari setelah’ dibahas dan disepakati

10,

bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepai melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Daersh adalsh suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan vang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemantaatan dan pengalokasian sumber daya vang ada, dalam
rangka meningkatkan kessjahteraan sosial  dalam suatu
linglkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertenty,
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Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan wuntuk sebesar-besarnya Kescjahteraan
masyarakat Nagari.

Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan

kegiaten vang disclengegarakan oleh pemenntalh Nagan dengan
melibatkan Badan Permusyewaratan Nagari dan unsur
masyarakat secara partisipatii gune pemanfeatan dan
pengalokagian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan Nagari

Sistern Perencansen Pembangunan Nagari adalah  sam
kesatuan tata cars perencEnaan  pembangunan  untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
menengah dan tahunan vang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintah Nagar, Bamus Nageri, dan
masyvarakat Nagari. '

SDGs Desa adalah upayva terpadu Pembangunan Nagar untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pendataan Nagari adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan wvalidasi data SDGs Desa, yang
memuat data objektil kewilayahan dan kewargaan Nagari
berupa aset dan potensi aset Nagari vang dapat didayagunakan
untuk pencapaian tujuan Pembangunan Nagari, masalah
ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai
bahan rekomendasi penyusunan program dan  kegiatan
Pembangunan Nagari, serta data dan informasi terkait lainnya
vang menggambarkan kondisi objektif Nagari dan masyarakat
Napari.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Nagari vang disediakan
EKementerian Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secars terpadu  dengan
mendayvagunakan fasilitas perangkat lunak dan peranglkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan
kebijjakan strategis Pembangunan Nagari.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat
kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai
denpgan tahun 2030, '
Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Musnag adalah
musyawarahh antara Badan Permusyswaratan MNagari,
Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang
disclenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk
menyepakati hal vang bersifat strategis.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, vyang
sclanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan

unsur masyarakat yvang diselengparakan oleh Pemerinmah

Nagari uniuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari, swadava masyarakat Nagari,
dan/atau_Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnva
disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Nagari untuk jangka waktu 6 {enam) tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP
Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Magari untuk jangks
walkitu 1 (satu) tehun.

Daftar Usulan RKP Nagari adalsh penjebaran RPJM Nagari vang
menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu | {satu)
tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagad kepada
Pemerintah  Daerah  melalui mekanisme  perencanaan
pembangunan Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya dizebut
APE Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Nagari.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dard Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara wvang diperuntulkan bagi
Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan  digunakan untuk membiayal
penyelenggaraan pemerintahan Negari, pelalesanaan
pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan
pemberdayaan masyarakat Nagari.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan
pada akhir periode perencanaan,

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Strategi adalah langkah-langkah berisikan DrOgTam-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi,

Kebijakan adalah arah tindakan yveng diambil oleh Pemerintah
Nagari untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanalkan oleh pemeérintah Nagari/ if:mbaga
Negari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi AngeEaran atau kegiatan mayarakat YRNg
dikeordinasikan cleh pemerintah Nagari,
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Partisipatif adalah suam proses dimana berbagai pelaku
pembangunan di Nagari dapat mempengaruhi serta membagi
wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatf pembangunan,
keputusan serta pengalokasikan berbagal sumber daya vang

- berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.

Pembangunan Partisipatii adalah suat sisiem pengelelaan
pembanpunan di Nagari dan kawasan Keénagaran vang
dikoordinasikan oleh Wali Nagarn dengan mengedepankan
kebersamasn, kekeluargean, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan  perdamaian dan  lesadilan
goaial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian  dan kesejahteraan  masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui  penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesual dengan esensi masaleh  dan
prioritas kebutuhan masyaralat Nagari.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan
Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Dess, terdiri dari unsur
perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagar, dan unsur
masyarakat.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan  akuntsbilitas' pemerintahan  Magari,
Pembangunan Nagari, Pemberdayaan Masvarakat Desa,
pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Nagari
dan/atau badan usaha mmlik Nagari bersama, peningkatan
sinergitas program dan kegiatan Magari, dan kerja sama MNagari
untuk mendukung pencapaian SDGs Dess.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggots
masyarakat Nagari yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Nagari untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan
menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong

royong di kalangan masyarakat Nagari.

Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUM Nag,
adaleh badan hukum yang didirikan oleh Nagari dan/atau
bersama Nagari-nagari guna mengelols usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan  investasi dam  produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menvediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnva  kesciahteraan
masyvarakat Nagari.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadayva masyarakat, perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang
sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran



38,

39,

40,

pendapatan dan belanja nepara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja
daesrah kabupaten, dan/atau APB Nagari.

_P:ngkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan

pengumpulan data mengenal keadasn obyektilf masyvarakat,
masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang
mengeambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Nagari.

Data Nagari adalah gambaran menveluruh mengenai potensi
yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia,
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial,
kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serts
permasalahan vang dihadapi Nagari.

Femangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dar
perencanaan dan pelaksanaan pembanpunan daerah.

BAB I1

AZAS, PRINSIF DAN TUJUAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NAGARI
Baglan Hesatu

Azas dan Prinsip
Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Nagan diselengparakan berdasarkan
asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Nagar meliputi :

B.

Azas HKepastian Hukum yaitu asas yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
E‘:&dﬂ.ﬂn dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahaan

AEATI;
Azas Tertib Penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Magari:
.-’l.zasl kepentingan umum vyaitu asas yeng mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif;
Azas keterbukaan yaitu Asas yvang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk mempercleh informasi yang benar, jupar,
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan ates hak ssasi pribadi,
gelongan, dan rahasia negara;
Azas Proporsionalitas  yaitu asas yang mengutamakan
L:eaeimb&ngun antara hak dan kewsjiban Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari:



I.

BE-

Azas Profesionalitas waitu asas yang mengutamakan
keahlian vyang berlandaskan kode etik dan  ketentuan
peraturan perundang- undangan;

Azas Akuntabilitas yvaitu asas yang mencntukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari harus dapat dipertangpungjawabkan
kepada masvarakat sssuai dengan ketentuan perundang-
undangan,

(2) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu,
menyelaruh,, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan
prinsip-prinsip :

.

Eebersamaan yaitu peréencanaasn pembanpunan Nagar
dilaksanekan sccara bersama-sama antsra Pemenntahan
MNagari, Dunia Usaha, dan Lembags kemasyarakatan;
Musyvawarah mufakat vaitu perencanaan pembangunan MNagar
dilakukan dengan musyawarah dalam mencan jalan terbaik
dalam proses pengambilan keputusan vang didasarksn pada
pertimbangan kebutuhan, asas manifeat dan kemampuan
masyarakat sendin dalam pengelolaan pekeaan  serta
pelestaniannya sehingga musyawarsh menjadi dialogis, egaliter,
dan tanpa tekanan;

. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang — dalam

perencanaan pembangunan Nagar melalul Musrenbang Nagari
untulk secara mandiri dalam proses pengambilan keputusan
secara mandini dan bebas dari tekanan siepapun;

Berkelanjutan wvaitu perencanaan pembangunan Nagari
mendorong tumbuhnya rasa memilikd sehingga lahir tangesung

jawab untuk menjaga, mendayagunskan, mempertahankan,

dan mengembangkan kelangsungan sistem perencansan
pembangunan yang partisipatif, integratif, dan vang sesuai
dengan sistem pembangunan reguler (dacrah);

- Berwawasan lingkungan waitu perencanaan pembangunan

Nagari memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan
hidup agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat;
Efektl dan efisien vaitu perencanaan pembangunan Nagari
dalami  proses  Musrenbang Nagari dan  hasil-hasil
keputusannya dilaksanakan secara terbuka dan membuashkan
hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal
mungkin  sehingga terjadi optimalisasi fungsi pelayanan
publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan
akses pendanas. usulan penganggaran APBD untuk kegiatan
pembangunan masvarakat;



g Kesetarsan dam  keadilan gender waitu perencanaan

pembangunan Nagan menjaga kesetaraan dan keadilan gender
baik laki-lsk: dan perempuan khususnya masvarakat miskin
dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip
in=memberikan ruang vang lebih atau berimbang hagl peserta
yang dirasa  kuyrang mampu  untitk | menyampaikan
pendapatnya karcna schagian pendapatnyve lebih penting dan
mendasar;
. Pemberdayaan vaitu perencanaan pembangunan Nagan harus
mendorong penguatan dan peningkatkan kapasitas
masyarakat, baik sszcara individu maupun kelempok, dalam
memecahlken berbagai persoalan melalui Musrenbang Nagari;
. Holistic vaitu perencanssn pembangunan Nagao melalu
kegiatan Muer’nba.ﬁE artinya apia vang menjadi pembahasan
dan keputusan adalsh yang terbaik bapi pembangunan
mazvarakat khususnve masvarakat miskin/tersizihkan dan
demi kemajuan pembangunan di tingkat Nagan, kecamatan,
dan kabupaten;
Komitmen dan konsisten vaitu hasil-hasil keéputusan
Musrenbang Nagari secara partsipatii tidak akan terjadi
pengingkaran  komitmen  vang (elah  dilskukan secara
partigipatif bahikan menjaga mandal keputusan musvawarah
menjadi bagian vang terpenting;
. Kearifan loks] yaitu tatanan vang bermuara pada nilai-nilsi
budaya lokal. Hal ini tercermin  dalam  kegiatan
musyawargh/mufakas vang dilaksanalan oleh suatl
komunitas tertentu sesual dengan kebiassannnya dalam
rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan vang akan
dilaksanakan,
Kemandirian dengan menjapa keseimbangan dan kemajuan
Nagari vaitu peréencangan pembangunan Nagari dapat
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Nagari namun
demikian  pertumbshan dan  perkembangan  tersebut
dilaksanakan secara adil dan merata sehingga tidak terjadi
ketimpangan antar Nagar.

1o



Bagian Hedua
Tujuan
Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Nagar bertujuan untuk :

memperkuat otonomi dan kemandirian Nagari;

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

¢. menjamin terciptanva integrasi, sinkronisasi, dan sinergl baik antar
MNapari, antar ruang, antar wakta, antar fungsi pemerintah maupun
antara Dasrah dan Nagati;

d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencAnNAaT,
pengangegaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

e, mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partizipas:
masyvarakat;

f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

g. mewujudkan perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakar
terhadap program pembangunan di Nagar;

i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di
Nagari;

J- menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat

dalam pembangunan di Nagari,

=0 i

BAB III
PEMBANGUNAN NAGARI
Bapian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembanpgunan Nagari dilaksanakan dengan tahapan;
a.-Pendataan Nageri;

b. Perencanaan Pembangunan Nagari;
c. pelaksanaan Pembangunan Nagari; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan MNagari,

Bapian Kedua
Pendataan Nagan

Pasal 5

(1) Pendataan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a]
dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
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(2] Pendataan Nagari sebagaimana dimalksud pada avat (1) dilabukan

melalui 2 (dua} tahap, yaitu:
a. Pendataan Nagari tahap awal; dan
b, Pendataan Nagari tahap pemutakhiran,

[3}) Hasil Pendataan Nagari tahap awal sebagaimana dimeksud pada
ayat 2 huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.

(4] Basaran Pendatman Nagar sebagaimana dimeaksud pada ayat (1)
merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan
data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Nagari.

(3} Data SDGs Desa schagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan
ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan
Hementerian untulk diubah menjadi dats digital,

(6] Pendataan Napari sebagaimane dimaksud pada avat (1) dapat
difasilitasi oleh
a. perangkat daerah Lkabupaten yang melaksanskan urgsan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b, tenaga pendamping profesional;
¢. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan/atau
d. Pihak Ketiga.

Pendataan Nagari Tahap Awal
Pasal 6

(1) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan Pendataan Nagari tahap
awal sebagaimana dil_ma.ksul:l dalam Pasal 5 ayat (2] huraf s
dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Nagari.

(2) Wali Nagari membentuk kelompok kerja Pendataan Nagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Nagari.

(3} Kelompok kerja Pendataan MNagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas :

a. pembina yang dijabat oleh Wali Nagari;

b. ketua yang  dipillh oleh Wali Nagar dengan
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

¢. sckretaris yang ditunjuk oleh ketua tim: dan

d. Anggota yang berasal dari perangkat Nagari, Kader
Pemberdayaan Masvarakat Nﬂglari, dan unsur masyarakat
Nagari lainnya.

[} Unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d paling sedikit meliputi :

a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, tokoh seni dan budava, dan keterwalilan
kewilavahan:

b. orgenisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
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organisasi atau kelompok nelayan danj/atau buruh nelayvan;
organisasi atau kelompok perajin;

organisasi atau kelompok parempuan;

forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anal;
perwakilan kelompok masyarakat miskin;

. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

kader kesehatan;

Penggiat dan pemerhati lingkungan;

kelompok pemuds atan pelgjar; dan/atau

crganisasi sosial dan/atau lembaga kemasvarakatan lainnva
sesuai kondisi objektif Nagari,

i e L e | B Y T

(3) Komposisi kelompok kerja Pendataan WNagari sebagaimana
dimaksud pada avat (2) paling sedikit 30% ([tga puluh persen)
perempuan.

Pasal 7

(1) Pendatasn Nagari tahap awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.

(2) Bensus partisipatoris scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warge nagari secara
inklusif,

{3) Partisipasi masyarakat mnagari dalam Pendataan MNagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Nagari;

b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada
kelompok kerja Pendataan Nagari; dan/atau

¢. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa
vang ada di Sistem Informasi Desa,

(%) Masyarakat Napgsri dapat memberikan masukan perbaikan
mengenai data SDGs Desa scbagaimana dimaksud pada avart (3]
huruf ¢ dengan cara:

a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi
Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Nagari, Jorong,
dan/atau keluarga; dan

b. melaporkan kepada Bamus Nagari dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara data SD0s Desa di Sistem Informasi
Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Nagari, Jorong,
dan/atau keluargs,

(5) Bamus Nagari menyampaikan kepada wali Nagarl masukan
perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
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() Wali Nagari memperbaiki data S5DGs Desa dalam Sistem
Informasi Desa berdasarkan masukan dan  masvarakat
ssbagaimana dimakesud pada ayat (5).

Pasal 8

(1} Pendataan Nagar tahap awal sebsgaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.

(2} Komponen pendanasn sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
terdin atas :

dana pembekalan;

dana transportasi;

dana konsumsi,

pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah

random access memory 3 (tiga) megabyte dan penyvimpansan

4 [enam puluh empat) gigabyte;

pulsa internet bulanan; dan/atau

dana lainnya sesuai dengan kewenangan Nagar dan

diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

o L I

2l

Pendataan Nagari Tahap Pemutakhiran
Pagal 9

{1} Pendataan Nagari Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data
dasar 3DGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

[2) Pendataan Nagari Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setiap & (enam) bulan.

(3) Pendataan Nagari Tehap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawaeb Wali Nagari.

Penggelolaan dan Pemanfaatan Data SGDs Desa
Pasal 10

(1) Nagari merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan datas SDGs Desa hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

{2 Wali Nagari berkewajiban mengelola data S8SDGs Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :

8. menetapkan data dasar di Sistem Informesi Desa dengan

membubuhkan tanda tangan clcktronik pada Sistem
Informasi Desa:

b. merawat dan melindungi data SDGs Desa:
¢, melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
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d. menetapkan data SDGs Desa hasil pernutakhiran dengan
membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem
Informasi Desa.

Bagian Hedua
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
-’ Pagal 11

(1) Pemerintah Nagsri menyusun perencanaan Pembangunan Nagar

gesual  dengan kewenangannya dengan | mengacu  pada
Perencanaan Pembangunan Daergh.,

{2] Pembangunan Nagari sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah
Nagari dengan melibatkan seluruh Masyarakat Nagar dengan
semangat gotong royong,

{3) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Permnbangunan Nagar,

(4) Dalam rangks perencanasn dan pelaksanaan Pembangunan Nagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2], Pemerintah
Nagari didampingi oleh Pemerintah Daerah vang secara teknis
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari,

(5} Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan  Nagari
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali MNagari dapart
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader
Pemberdaysan Masyarakat Nagari, dan/atau Pihak Ketiga,

{6) Camat wajib melakubkan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimalksud pada ayat (¢), diwilayahnya.

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, mencalup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagard,
pelaksansan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari
dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 13
(1} Perencanaan Pembangunsh Nagari disusun sccara berjangka
meliputi : '
&, RPJM Nagari untuk jangika waktu & (enam) tahun; dan

b. RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM MNagari unruk
jangks waktu 1 {satu) tahun.
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(2}

(1)

(<)

{3

(1}

(<}

(3}

RPJM Napari dan RKP Nagari schagaimana dimaksud pada ayat
(1), diretapkan dengan Peraturan Nagari,

Pasal 14

Dalam rangka Perencanaan Pembanguinan Nagan,

Pemerintzh MNagar melaksanakan tahapan yvang meliput :

a. penyusunan RPJM Nagari: dan

b. penyusunan RKP Nagan.
RPJM HNagari sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s,
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung ssjak pelantizan Wah
Nagari,
REFP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai
disusun oleh Pemenntah Nagan pada'bulan Juli tahun berjalan.

BAE III
PENYUSUNAN RPJM NAGARI
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan

Pasal 15

Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah
kebjjakan Pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan vang
meliputi bidang :

a penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

b. pelaksanaan Pembangunan Nagari;

¢. pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan,

d. pemberdaysan masyarakat Nagari.

Pasal 16

Wali Nagari menyelengparakan penyusunan RPJM Nageri dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanskandengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari
dan prioritas program den kegiatan Daerah.
Penyusunan RPJM Nagari scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliput :

a. pembeniukan tim penyusun RPJM Nagari: '

b. penyelarasan arah kebijakan perencansan pembangunan

Daeral.;
c. pengkajian keadaan Nagari:

d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui Musnag;
&. penyusunan rancangan RPJM Nagari:
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[. penyusunan rencana pembangunan Nagan melalul Musrenbang
Nagari; dan,
g. penetapan RPJM Nagan.

Bagian Hedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 17

-

(1] Wali Nagari membentuk Tim penyusun RPJM Nagari.
{2} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin dart

a. Wali Nagari selaku Penangpung jawab;

b. Sekretaris Nagari selalou Ketua; ¢

. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris;
dan,

d. Anggota wvang berasal dari perangkat Nagan, lembaga
pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdavaan Masvarakat
Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagsimansa dimaksud pada ayat (1), paling sedikic 7

(tujuh} orang dan paling banyak 11 {sebelas) orang.

(4 Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayact (1),
mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

(3} Tim penyusun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 18
Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan scbagal berikuat:
penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
pengkajian keadaan Nagari;
penyusunan rancangan RP.JM Nagari; dan
penyempurnaan rancengan RPJM Nagari.
Bagian Ketiga

Penyelarasan Arah Hebijaken Pembangunan Daerah

ot S

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyelarasan arah

kebijjakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dal
Pasal 18 huruf a. -

(2] Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dirmaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nagari.

(3] Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Eiﬂal-:ul-:an dengan mengiluti sosialisasi dan/atau mendapatkan
informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
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(4] [nformasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), sekurang-kurangnya meliputi :

RPJMD;

Rencana Umum Tata Ruang Wilavah
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
Rencana Pembangunan Kawasan Nagar.
Rencana Strategiz Perangkat Daerah;

-

e pp DR

Pasal 20

(1} Keglatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencens program
dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk le Nagar.

(2} Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikclompokkan menjadi bidang penyelenggaraan
pemerintahan Nagari, pembangunan  Nagan, pembinaan
kemagyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari,

{3} Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan
kegiatan pembangunan yvang akan masuk ke Nagari.

{4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimsksud pada
ayat {3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Bagian Keempat
Pengkajian HKeadaan Nagari

Paaal 21

(1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.

|2) Pengkajian Keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilalukan dalam rangka mempertimbanglean kondisi objektif Nagari.

(3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Nagari;
h penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunean laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana. dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, menjadi bahan masukan dalarm Musnag dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 22

(1) Penyelarasan data MNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
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(2)

(31

(%)
(3]

(1]

(41

i3]

(1)

(2)

13

a. pengambilan data dari dokumen data Nagan;

b. pembandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.

Data Nagari scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Magari.
Hasil penvelarasan datwe Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalarm format data Nagari.

Format data Haga,n sebagalmana dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran lapnmn hasil pengkajian keadaan Nagan,

Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musnag dalam rangka
pénvusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 23

Penggalian gagasan masvarakat sebagaimeana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali poiensi
dan peluang pendayapunaan sumber dava Nagari, dan masalah
yvang dihadapl Nagari.
Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana
begiatan.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi penyelenggarasn pemerintahan Nagan, pembangunan
Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayvaan
maesyarakat Nagari,

Pasal 24
Penggalian pgagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
masyvarakat Nagari schagai sumber data dan informasi,
Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan melalui musvawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat [2), antara
lain:
tolkoh adat;
tokoh agama;
tokoh masvarakat;
tokoh pendidilean:
kelompok tani;
kelompok perajin;
kelompok perempuan;
. kelompok pemerhati dan peliﬂdunga.n analk;
kelompok masyarakat miskin:dan

ot~ 8 R B -
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{4

(11
12
(3

(4]

(1}

[2)
(3)

4
<)

(3)

J. kelompok-kelompok masyvarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masvarakat Nagari.
Tim penyusun RPJM Nagsrd melskukan pendampingan terhadap
muusyawarah Jorong dan/atsdl musvawarah  khusus  unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
-

Pasal 25

Penggalian gegasan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 24,
dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompol sebagaimana dimaksud pada avat (1),
menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan  bagan
kelembagaan Nagari sebagei alat kerja untuk menggali gagasan
masyarakat,

Tim penyusun RPJM Nagari dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada avat (2}, dalam rangka meningkatkan
kualitas hasil penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalsm penerapan alac
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM
Magari dapat menggunakan alat kerja lainnwa vang sesuai dengan
kondisi dan kemampuan masyarakat Nagari,

Pasal 26

Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan
rencana  kegitatan Pembangunsn Nagari berdasarkan usulan
rencana kegiatan sebagaimane dimaksud dalam Pasal 25,

Heasil rekapitulasi schagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
datam format usulan rencana kegiatan.

Rekapinulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari,
Pasal 27

Tim penyusun ERJM Nagari menyusun laporan hasil pengkaijian

keadsan Nagari.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dituangkan dalam

Berita Acara, .

Berita. Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampir

dokumen : '

&, data Napgari vang sudah diselaraskan:

b. data rencana program Pembangunan Daerah vang skan masuk
ke Nagari;

c. data rencana program pembangunan kawasan Nagari; dan,

d. rekapitulssi usulan rencana kegistan pembangunan Nagar
dari Jorong dan/atau kelompok masyarakat.
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(1)
(2

{1}

()

(1)

(2]

(2]

Pasal 28

Tim pernyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil
pengkajian keadaan Nagari.

Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari setelah
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
rangka penyusunan rencana pembangunen Nagan melahs Musnag,

Bagian Helima
Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalul Musnag
Pasal 29 .

Bamus Nagari menyelenggarakan Musnag berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan Nagari.

Musnag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari Wall Nagari.

Pasal 30

Musnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, membahas dan

menyepakati sebagai beriknat;

a. laporan hasil pengkajian keadaan Magari;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan
dari visi dan misi Wali Nagari; dan

¢. rencana prieritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari,
pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan
pemberdayaan masyarakat Nagari,

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huraf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara

terarah  yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan

Pemerintahan  Nagari, Pembangunan  Nagari, pembinaan

kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Diskusi kelompok secara terarsh scbagaimana dimaksud pada ayat

(2], membahas sebagai berileut -

a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;

b. ﬁlﬂ-ﬁtﬂﬂ- rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam)

ur
c. 3:;1&1' pembiayaan rerdcana kegiatan pembangunan Nagari;

d. rencana pelaksanaan kegiatan Nagari vang akan dilaksanakan

oleh Pﬂrn.ngl-:nt Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjesama
antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketipga,
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(3]

(4

()
(&)

(7]

(1)

(2}

(=

it

(2)

{3}
(]

d. Angpota yang meliputi Perangkat Nagari, Lembaga Pemberdayaan
Masyaraka:, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagarl, dan unsur
masyarakat.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada avat (1), paling sedikit 7

(tlajuh) dan paling banyak 11 (sebelas| orang.

Tim  penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dilaksanakan paling

lambat bulafi Juni tahun berjalan.

Tim peoyusun RKP Nagari ditetaplean dengan Keputusan Wali

Nagari.

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

A. pernicermatan pagu indikatif ‘Negari dan  penyelargsan
program / kegiatan masuk ke Nagar;

b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;

¢. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan

d. penyusunan rancengan daftar usulan RKP Nagari,

Bagian Hetiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagarl
Melalui Musyawarah Nagari

Pasal 41

Bamus menvelenggarakan Musnag dalam rangka penvusunan
rencana Pembangunan Nagari.

Hasil Musnag sebagaimana dimaksud padas syat (1), menjadi
pedoman bagi Pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari
dan daftar usulan RKF Nagari.

Bamus nagari menyelenggarakan Musnag sebagaimana dimaksad
pada ayat (1), paling lambat bulan Jum tahun berjalan.

Pasal 42

Musnag scbagaimena dimaksud dalam Pasal 41, melaksanakan
kngiatan sebagal berikut |
. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
h. menyepakati hasil pencermatan ulang dolumen RPJM Nagari;
dan,

c. membentuk tim verifikasi sesuai de;ngan jenis kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan.
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf ¢, dapat

berasal dari warga masyarakat Nagarl dan/atau Perangkat Daersh
terkait.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada awvat (1),
dituangkan dalam Berita Acara.

Berita Acara schagaimana dimaksud pada ayat (3}, menjadi
pedoman Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari,
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BAE IV
PENYUSUNAN RHP NAGARI
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKP Nagari

Paszal 38

{1} Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RF.JM
Nagari. -

(2) REP MNagari disusun olch Pemerintah Nagasi sesuai  dengan
informasi dari Pemerintah Dasrah berkaitan dengan pagu indikatf
MNagari dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah. |

(3} RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah
Nagari pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Peraturan Nagar
paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(4] RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari,

Pasal 39

(1) Wali Nagari menyusun RKP Nagarl dengan mengikut sertakan
masvarakat Nagari,

(2] Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimeksud pada ayvat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
A, penyusunan perencanaan Pembangunan Nagan melaluil Musnag;
b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
c. pencermaten pagu . indikatif Nagan dan  penyelarasan

program [ kegiatan masuk ke Nagari;

pencermatan ulang dolumen EPJM Nagari;

penyusunan rancangan REP Nagar;

penyusunan RKP Nagari melalui Musrenbang Nagari;

penetapan RKP Nagarn;

perubahan REP Nagari; dan,

pengajuan daftar usulan RKP Nagari.

Bagian Hedua
Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

~ER o0

Pazal 40

{1} Wali Nagari membentuk Tim penyusun RKP Nagari.
{2} Tim sebapaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Wali Nagan sclaku Penanggung jawab;
b. Sekretaris Nagari selakn Ketus;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sckretaris:
dan
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{2}

(1)

]

(3)

{4)

(1)

2]

[, perwakilan kelompok perajin;

g perwakilan kelompok perempuan;

h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan,

i. perwakilan kelompok masyarakat miskin,

‘Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musrenbang Nagari dapat melibathan unsur masyarakat lain seauai
dengan kondisi sosial budayva masyarakat.

=

Pasal 35

Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
membahas dan menyapakati rancangan RPJM Nagan.

Hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimelksud pada
ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari
Pasal 36

Wali Nagar mengarahkan Tim penyusun RPJM MNagan melakukan
perbaiken dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil
kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35.

Rancangan RPJM Nagari sebegasimana dimaksud pada avat (1),
menjadi lampiran Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM
Nagari.

Wali Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPIM
Nagari scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Peraturan Nagan tentang RPJM Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], dibahas dan disepakati bersama oleh Wali
Nagari dan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari
tentang RPJM Nagari.

Pasal 37

Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal ;

& terjadi perisiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah
pemerintah daerah provinsi, dan /atau Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada avat (1),

dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagan dan selanjuinya

ditetaplean dengan Peraturan Nagar,
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(1}

Fasal 31

Hasil kesepakatan dalam Musnag sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.

(2] Hasil kesepakatan sebapaimanas dimaksud pada ayat (1), menjadi

(1)
121
{3)

(4]

(h

(2]

()

(1)
(<)
(3]

pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.
Bagian Keenam
= Paanyusunan Rancangan RPJM Nagari
Pasal 32

Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari
berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditnangkan dalam format rancangan RPJM Nagari,

Tim penvusun EFJM Nagan membuat Bernta Acara tentang hasil
penyusunan rancangen RPJM Nagari vang dilampiri dokumen
rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Berita Acars sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan
oleh Tim penyusun RPJM Nagan kepada Wali Nagan,

Passl 33

Wali Nagari memeriksa doltumen rancangan RPJM Nagari vang
telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 32,

Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan
arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui
rancangan RPJM Nagari uba.gﬂimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari,
dilakesnalian Musrenhang Nagasi,

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 34

Wali Nagari menyelenggaralkan Musrenbang Negari yvang diadakan
untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diilout
clch Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan unsur masyarakat,
Unsur masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (2), terdid
atas |

a. tokoh adat;

b. tokoh BEAMa;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

c. perwakilan kelompok tani;
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(4]
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Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan
Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Nagari

Pasal 43

Wali Magari mendapatkan data dan informasi dari Dacrah tentang :

A, pagu indilkealif Nagars; dan,

b. réencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemérintah Daerah yang masuk ke Negan.

Data dan infornas: sebagaimang dimaksud pada aval (1) diterima

Wali Nagari dar: Daersh paling lambat bulan Juli setiap tahun

berjalan.

Pasal 44

Tim penyusun KEKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif

Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yang meliputs:

a. rencana Dana Desa vang bersumber dari APBN;

b, rencana Alokasi Dana DesafNagari (ADD} vang merupakan
bagian dari dana perimbangan yang diterima Dacrah;

¢, repcana bagian dard hesil Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah;
dar

d. rencana bantuan keuangan dar APBD Provinsi dan/ataun APBD

Daeral, .
Tim penyusun HKP Nagarn melakukan penyelarasan rencana
program kegiatan yvang masak ke Nagar sehagaimana
dimaksud pada avat (1), vang meliputi :
a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b, Rencana program dan kegiatan Pemerinlah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah;
c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat olch Dewan Perwalkilan

Ralorat Daerah.
Hasill pencermatan sebagaimana dimaksuad pada awvat (1),
ditvangkan ke Dalam format pagu indikatif Nagari.
Hazil penyelarasan  sebagaimans dimaleud pada osyat (2],
dimaangkan ke dalam fofmat kegiatan pembangunan yvang masuk ke
Nagari. ;
Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimabksud pada avat
i3} dan avat [4), Tim penyusun EKP Napgard menyuson rencana
pembangunan berskala lokal Napgari yang dituangkan delam
rancangan RKP Magar.
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FPasgal 45

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari dalam
hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikarf
Nagari sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 43 avat (1) huaraf a.

(2). Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan Lkepada
Pemerintah Nagar dalam percepatan  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan sebagai dampak — keterlambatan  penvampaian
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

(3) Percepatan perencanzan pembangunan sebagaimena dimaksud
pada ayat (2) untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada 31
Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pencermatan Ulang RPJM Nagari

Pasal 46

(1) Tim penyusunan RKP Napari mencermati skala priorites usulan
rencana kegiatan Pembangpunan Nagari untuk 1 (satu) tahun

anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJM Nagari.

(2] Hasil pencermatan sebagaimane dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi Tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan
REP Nagari.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Pasal 47

Penyusunan rancangan RKP Nagari berpedoman pada !

hasil kesepakatan Musnag;

pagu indikatif Nagar,

pendapatan asli Nagari;

rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daersh Provinsi, dan
Pemerintah Daerah;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;

hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari: dan

hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga,

Pasal 48

BO o

F@m o

(1) Tim penyusun RKP Nagari menvusun daftar usulan tim pelaksana
kegiatan Nagari sesuai jenis rencana kegiatan.

[2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud d
terdiri atas : R pacs s

. Ketua;
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b, Sekretaris;
d. Anggota maksimal 3 (tiga) orang.

(3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
mengikutsertakan keterwakilan perempuan

Pagal 49

-
(1) Rancangan RKP Nagar paling sedilat berizi uraian :

a. evaluasi pelaksanaan REP Nagari tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Magari yang dikelola
oleh Nagan;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Magari vang dikelola
melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga:

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari vang dikelola
oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pémerintah Daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Nagari vang terdiri atss unsur perangkat
Nagar dan/atau unsur masyarakat Nagari,

(2} Pemerintah Nagari dapat merencanakan pengadaasn tenags ahli di
bidang pembangunan infrastrulttur untuk dimasukkan ke dalam
rancangan RKF Nagari sebagaimana dirmaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga shli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada avat (2), dapat berasal dari warga masyarakat
Nagari, Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan
infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

{4} Rancangan RKP Nagari scbagaimana dimaksud pada avat (1),
dituangkan dalam format rancangan REP Nagari.

Pasal 50

(1) Rancangan RKP Naperi sebageimana dimaksud dalam Pasal 449
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Nagar disusun
dan disepakati bersama para Wali Nagari yang mela,l-mkan
kerjasama antar Nagari.

(3] Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimalsud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim RKP Nagari.
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Pasal 51

Pemerintah Napari dapat mengusulkan proritas program dan
kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagan
Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provingi, dan/atayg
Pemerintah Daerah,

Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pade avat (1).

Usulan p.l'j.ﬂl:i-EElE program dan kegiatan sebageimanga dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKF Nagan.
Rancangan daftar usulan RKP Nagen sebagaimana dimabsud pada
ayat [3), menjadi lampiran berita acara laporan timm penyusun
rancangan RKP Nagan. !

Pasal 52

Tim penyusun RKP Nagan membuat Berita Acara tentang hasil
peryusunan rancangan RKP Nagari yang dilampii dokumen
rancangan RKP Nagar dan rancangan daftar usulan REP Nagari.
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
oleh Tim penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 53

Wali Nagari memeriksa dolkumen rancangan REKFP Nagan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun REKFP Nagari untuk
melakukan  perbaitkan dokumen rancangan REP Nagar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalarmm hal Wali Nagari telah menyetujul rancangan REKP
Nagari sebagaimana dimeksud pada avat (1), Wali Napgari
menyelenggarakan Musrenbang Nagar.

Bagian Hetujuh
Penyelenggaraan Musrenbang Nagari

Pasal 54

Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari yang diadakan
untuk membahas dan menyepakati rancangan RKF Nagari,
Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diilouti
oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagmimana dimaksud pada ayat (2} terdiri
atas :

a. toloh adat;
k. tokoh agama:
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talkoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwaldilan kelompok perajing

perwalkilan kelompok perempuan;

. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan,
perwakilan kelompok masvarakat miskin.

RN Q0

(4) Selain unsuf masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musrenbang Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan REP Nagari

Pasal 55

(1) Rancangan RKP Nagari sebagaimans dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1), memuat rencana penyelenggarasn Pemerintahan Nagari,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat Nagarl.

(2] Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai:

pagu indikatif Nagan,;

. pendapatan asli Nagari;

swadaya masvarakat Nagari;

bantuen keuangan dari pihak ketiga; dan

bantuan keuangsn dari Pemerintah Deerah Provinsi, dan/
Pemerintah Daerah,

ol T L

(3] Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Nagari yang meliputi ;

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

b. peninglatan kualitas dan akses terhadap pelayvanan dasar:

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber dava lokal yang
tersedia;
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi:
pendayaguriaan sumber daya alam;
pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari:
peningkatan lkualitas ketertiban dan ketenteraman masyvaralat
Nagari berdasarkan kebutuhan masvarakat Nagari; dan,

cp e g
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c. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Nagari.

Pasal 56

(1} Hasil kesepakatan Musrenbang Napari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, dituangkan dalam Berita Acara.

(2] Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RKP Nagari melakukan
perbaikan <dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil
kesepakatan Musrenbeng Nagari sebagaimana dimaeksud pada
ayat (1).

(3} Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Nagar sebagaimana
dimaksud pada avar (2) menjadi lampiran Rancangsn Peraturan
Magari tentang REKP Nagari.

{4) Weli Nagari memyusun Rancengan Peraturen MNagerl tentang REP
Nagari scbagaimena dimaksud pada ayat (3).

(3) Rancangan Peraturan Nagari tenteng RKP Nageri scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Wali
Nagari dan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari
tentang RKP Nagari.

Pasal 87

(1} REKP Nageri dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau’

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjad:
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
‘Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berilout -

@. Derkoordinesi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyvai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Negari yvang
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

¢, menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan
dan RAB, dan

d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

(3] alam hal terjadi perubshan RKP Nagari dikarenakan perubahan
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada avat By
huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berilkoat :

a. mmgu_mpulkﬂ.n dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
E:m:ETm Pemerintah Daerah Provinei, dan/atau Pemerintah
aerah;
b. mengkaji ulang kegiatan permbangunan dalam RKP MNagari yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
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Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Daecrah;

C. Menyusun rancangan kegiatan vang disertal rencana Kegatan
dan RAB; dan

d. menmyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

Pasal 58

Wali Nagari menvelenggarakan Musrenbang Nagari yang diadakan
secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan
perubahan RKP Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam
Fasal 57.

Penyelenggaraan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan /atau
terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 537 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Nagari sebagaimana
dimeksud pada ayat (1), ditetapken dengen Peraturan Nagari
tentang RKP Nagari perubahan.

Peraturan Magari scbagaimana dimaksud pads ayat (3), sebagai
dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKP Nagari

Pasal 59

Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 56, kepada Bupat melalul Camat.
Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau
sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,

Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan
pembanpunan kecamatan dan kabupaten.

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Nagari tentang
hasil pembahasan dafrar usulan RKP Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari
scbagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah
Nagari setelah diselenggarakannya musvawarah perencansan
pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima

Pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran
berjalan.
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Pasal 60

Format Penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagar tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dar Peraturan Bupali int

BABV
KELEMBAGAAN

Pasal 61

(1) Wali Nagan bertangrungjawab atas penvelenggaraan perencanaan
Pembangunan Nagari.

(2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Nagari,
Wali Nagari dibantu oleh Seleretaris Nagari dan Perangkat Napari.
(3] Perangkat  kewilayahan mengkoordinasikan perencanaan
pembangunan di lingkungannys masing-masing.

BAE VI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 62

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari meliputi

a. Pembangunan Nagari berskala lokal Nagari; dan

b. Pembangunan sckioral dan Daerah yang masuk ke Nagari.

(2) Pelaksanaan Pembangunan Nagari berskala lokal Nagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui

swakelola Nagan, kerjasama antar Nagarl dan/atau Kerjasama
dengan pihak ketiga.

(3] Wali Nagari mengkoordinasiken persiapan dan pelaksanaan
Pembangunan Nagari terhitung scjak ditetapkan APB Nagari
dengan Peraturan Nagari.

Pasal 63

(1) Wali Nagari mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Nagari
terhitung sejak ditetapkan APB Nagari.

(2] Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilaloukan secara swakelola dengan cara :

a. pendayagunaan awa-.‘layg dan goteng royong masyarakat Nagar;
b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
¢. padat karya tunai di Nagari.

(3] Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Nagari
sebagaimana dimaksud pada asvet (2) membutuhkan barang
dan/atau jasa, Pemerintah Nagari dapat melibatkan penvedia
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barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4] Pelaksanaan Pembangunan Nagar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakulean melahii tahapan

a. persiapan pelaksanzan kegigtan Pembangunan Nagari; dan
b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Nagari

-

Pasal 64
Tahapan persiapan Pelaksanasn Kegiatan Pembangunan Nagan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4] huruf a meliputi ;

a. penetapan Pelaksana Kepiatan;

b. penyusunan réncana kerja;

c. sozializsasi dan/atau publikasi kegiatan;

d. pernbekalan Pelaksana Kegiatan,

e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan:
[. penyiapan dokumen administrasi;

g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;

h. pengadaan tenaga kerja; dan

. pengadaan bahan/material.

Pasal 65

(1) Wali Nagari memeriksa dan menctapkan daftar tim Pelakeana
Kegiatan Pembangunan Nagari yang ditetapkan dengan
keputusan Wali Nagari,

[2) Tim Pelaksans Kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdiri atas perangkat Nagari dan/atau unsur masyaraleat
Nagari.

(3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Eegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri;, Wali Nagari
berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah
domisili keluar Nagari, dan/atau berhalangan melaksanakan
Tugas.

Pasal 66

Tim Pelaksana Kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) bertugas membantu Wali Nagari dalam tahapan

persiapan, pelaksansan, dan pertanggungjawaban kegiatan
Pembangunan Nagari.



Pasal 67

(1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
menyusun rencana kerja tirn bersama Wali Nagar,

(2) Iicnmna kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1], memuat:

uraian kegiatan;

biaya;

waktu pelaksanaan;
lokasi;

kelompok sazaran;

tenaga kerja; dan

daftar Pelaksana Kegiatdan.

R LR B

Pasal 68

(1} Wali Magan melakukan sosialisast dan publikasi delkumen EEP
Meagari, APB Nagari, dan rencana kerje kepada masvarakat.

(2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan melalui:

musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan nagari;
Sistem Informasi Nagari;

papan informasi Nagari;, dan

media lain sesual kondisi Nagari.

Logp

Pasal 69

(1) Wali WNagari mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana
Kegiatan,

(2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanskan oleh Pemerintah Nagari melalui bimbingan teknis,

(3] Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimsna dimaksud
pada ayat (2}, Pemerintah Nagari dapat meminta bantuan pihak
lain.

{#) Pegerta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada avat (2)
terdiri atas : '

a. perangkat Nagari;

b. tim Pelaksana Kegiatan;

¢, panitia pengadaan barang dan jasa;

d. Kader Pemburdayaan Masyarakat Desa: dan
€. unsur masyarakat Nagari,

(5} Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
scdikit memuat :
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pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
pengadaan barang dan jasa;

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan

pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan,

aOo0oDp

Pasal TO

(1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan
dokumen administrast kegiatan dengan Wali Nagari.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi;

rencana anggaran biava dan desain kegiatan;

administrasi keuangan, ;

dafltar masyarakal penerima manfaat;

pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan

pekerjaan;

e, peralihan hak melalui hibah dan warge masyarakat kepada
Pemerintah Desa atas lahan atau tanah vang menjadi Aset
Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;

{. jual-beli antara warga masyvarakat dan Desa atas
lahan ftanah yang terkena dampak kegatan Pembangunan
Desa;

g. pernyataan kesanggupan dari warga masyvarakat untule tidak
meminta gant rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman
yvang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan

h. pembayaran gant rugl atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa,

RO oR

" Pasal T1

Pelaksariaan kegiatan Pembangunan Nagari mengutamakan
pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yeng ada di Magari serta mendayagunakan
swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan
Pasal T2

(1) E-r:rdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Wali Nagari menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungawaban pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Nagari dalam Musyawarah Nagari.,

(2) Wali Nagari menyampaikan pertanggungiawaban pelaksanaan
kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada avat [1)
dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan
peserta Musyawarah Nagari.

[3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud a ayat (1
diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. e e
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(4) Masyarakat Nagari memberikan tanggapan dan masukan atas

)

(1]
(2]
(3
(4
(3)

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Nagar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bamus Nagari menyusun berita acara hasil Musyawarah Nagari
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Napari.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

-

Pasal 73

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perencanaan pembangunan Nagari.

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap penyelenggaraan
perencanaan pembangunan Nagari didelegasikan kepada Camat.
Pembinaan dan pengawasan sebageimana dimeksud pada ayat
(2} dilakukan dengan melibatkan partisipas] aktil masyarakat.
Bupati atau Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJM Nagari
dan RKP Nagar.

Bamus Nagari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dan RKP Nagari.

BAB VIII
FENDANAAN

Pasal T4

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunsn Nagari
dibebankan pada APE Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan
Nagari.

11

(<2}

(3

BAE IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. RKP Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap
‘dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;

b. RPJM Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap
dilaksanakan sampai dengan tahun 2022, dan untuk
selanjutnya wajib dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini; dan

¢. Bagi Nagari yang sedang menyusun RPJM Nagari wajib
berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini: 3

Wali Nagari yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir,

maka Penjabat Wali Nagari wajib melaksanakan RPJM Nagari

sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Dalam hal terjadi kekosongan Wali Nagari, maka Penjabat Wall

Nagari wajib menyusun RPJM Nagari dengan berpedo RP
Nagari sebelumnya. - gt
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Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupat ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lima
Putuh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Telnis Penvusunan
Rencana Pembanpunan Jangka Menengah MNagari, Rencans Kerja
Pemerintah Nagari dan Pelaksansan Kegiatan Pembangunan Nagari
(Berita Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangen
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Dasrah
Kabupaten Lima Puluh Kota,

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH EOTA,

ted

SBAFARUDDIN DT. BANDARD RAJO

Diundengkan di Sarflamak

Pada tanggsl 18 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA FUTRA
BERITA DAERAH HABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 9

salinan sosuM dengan astiava
KERALA BADIAN HEF LM
SETOA EAE, LIMA FULUH ROTS

38



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR  : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022

TENTANG : TENTANG PETUNJUK TEENIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI, RENCANA EERJA
PEMERINTAH NAGARI DAN PELAKEANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN NAGARI

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
- JANGHEA MENENGAH NAGARI

A, Contch Format Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagen ...
Periode Tahun 20..-20.. :

WALL NAGART oo

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN WALI NAGARI ........coovvvrenins (Nama Nagari)
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH NAGARI
PERIODE TAHUN ........ = i

WALI NAGARI .......... j
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencans
Pembangunan Jangka Menengah MNagar (RPJM Nagari) .......
Periode: Tahun, ... = s , maka dipandang periu
dibentuk tim;

b. bahwa nama-nama dan atau jabatannya tersebut dalam
Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap
dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

2. bahwal sesuai ketentuan dalam Pasal ... ayat {...) Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota MNomor... Tahun ... tentang
Petunjuk Tekmis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangks Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah
Nageri serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari,
menyebutkan bahwa Tim penyusun RPJM Nagan ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimalksud

dalam huruf a, burof b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Reputusan Wali Nagari tentang Pembenmilkan Tim penyusun

Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nagari
Periode Tahun .......
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KESATU

KEDUA

RETIGA

KEEMPAT

EELIMA,

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15%9);

9, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ..... Tahun
20... Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana
Kerja Pemerintah Nagari Serta Pemunjuk Teknis
Pelaksanaan Keglatan Pembangunan Nagar (berits
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20...

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunen Jangks

Menengah Nagan ... Periode Tahun 20,,,-20..., dengan
susunan Tim sebagai berilout :

a, Pembina Wali Nagar ..o

b. Ketua Selcretaris Nagari .............

c, Sekretaris Ketua LPM Nagar .......i...

d, Anggota 1. Unsur Peranglkat Nagari;

2. Unsur Lembaga Pemberdayaan
4, Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat

&, Unsur Karang Taruna;
2. Unsur Perempuan;
6. unsur masvarakst lainnya

Tim seh&gmnmna’ dimaksud dalam Diktum EKesaty
mempuanyal tugas sebagai berilout :

8. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;

b. pengkajian keadasan Nagari;

C. penyusunan rancangan RPJM Nagan; dan

d. penyempurnasan rancangan RPJM Nagari.

Tim =se imana dimaksud Dikrum Kesatu dalam

me tugasnya scnantiasa berpedoman da
ketentuan peramuran perundang-undangan yang berlalrﬂ?

Segala biaya ira_n dikeluarkan aldbat ditetapkannys
Eeputusan ini iheﬁan]:an pada Anpgaran F&n:‘:anmn dgn

Belanja Nagan_ ....... - Tahun Anggaran 20.... Kode rekening
Keputusan Wali N ini ‘mulai b
Kegaut agari erlalou pa.da tanggal
Ditetapkan di ............
pada tanggal ........ AR

wm Hmm RN R



B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI
NACARI
EECAMATAN & ccivasmmmriorme oo riassstiiessssssassnssbersaurnnsns imnd
KABUPATEN

Mengetahui : ' SRR 1 21 - i
WALI NAGARI, HETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,

i1



C. FORMAT DATA NAGARI DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM
NAGARI o e e RS R
BELAMBTEN 3 cnisisonsssosmiis s sz e
I B T 0 S R N Y SR
FROVINBE /3 oo ot oo s st i

1. | Matenal batu kali & kerikdl i 00,000 m
"3, | Pasir] Tanah Urug To0, 000 ™
3. | Lahan Tegalan 25,138 H

3. | Lahan Persawahan = 104 H

5. | Lahan Hutan 35.000 | H

6. | Sunga | 8.124 | H

7. |Tenaman perkebunan : Cenghkeh, Lada, Kop, 6.500 H

8
B. | Ak tegun 3| buah
9. | Dat J
Mengetahui: 000 e , tanggal ...
WALI NAGART, EETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGART,
Eeierangan ;

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Nagari, Profil Nagari,
Monografi Nagari Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang
relevan. D = S8DA dalam Nagari

K = SDA terkait Kawasan Nagari/ Wilayah Antar Nagari.
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D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMEBER DAYA MANUSIA

NAGARI

KECAMATAN
HEUFA'IEH : BRI u b s R AR FA AP FFR AR FEFd e FdFFR R FAA L RN R S S e

PROVINSI

1. Peaduduk dan Kel
a. Jumiah Pendumm:ﬁrt]d—lnb& Orang |
b, Jumlah Penduduk Perempuan Gra.::.g_1

c. J Hely Keluargs |

i 2. | Bumber P‘@E&Eﬂ‘ Penduduk

B &_ﬁﬂ%}u‘uﬂmﬂn perkebunan

b. bangan dan penggalian

c. Industr pengolahan [Pabrik, kerajinan dll]

d. Perdagangan besar/eceran dan Rumah Makan

&, _Angkutan, pergudangan, kamunilasi

1, Jasa
g Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dlij
3. | Tensga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidilan
& Lulusan 51 keatas 8 Crang |
b. Lulusan SLTA [SMA, SMK, MAN) 25 Orang
¢ _Lulusan SMP 53| Orang |
d. Lulusan 8D L 220 Drang |
e, Tidak Tamat 5D/ Tidak sekolah 39 | Orang
i) e dst
Mengetahui: ... AnZEAl i
WALI NAGARI, KETUA TIM PENYUSUN RPJM

R e T L L]
LR R L T T e T Ty 1
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E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA FEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

MAGART | poiiaaniesa R e R
KECAMATAN © ocoiivmeiirsnrsmrmsssssonssassassassssssas smssssassensnss
PROVINSD  © cvoervaeeierenns, . mm om

Contoh -
1. | Aset Prasarsns Umum |
a, Jalan km Rusalk
b. Jembatan bh Rehab
. c. Drainase meter Barn
2| Aset Prasarana Pendidikan
. Gedung FAUD bh
b. Gedung TK bh
c. Gedung SD th
d, Gedung Taman Pendidiltan Algur'an bh |
e, Gedun E’aﬁn Belajar Masvarakat bh i
I |
3. .h-:t P:lu.rn.nn Kesehatan |
= Pnﬂ:.ral:l.du bh
b, Polindes : bh
. MCK bh
d. Barans Alr Beraih bBh
. dat
4, .Fl.m:t ﬁmm Hagari
5. Pmsar Nuﬁri th
b, Temps Tian kh
5. Hﬂn:rrnpnk Uuma Ekonomi Produbdtif
& Jumlah kelompok ussha kelompok i
b, Jumlah Kelompok usaha sehat kelompok ]
¢. Jumiah Kelompok Pemanfant SPP kelompok |
6. | Aset berupa modal
8. _Jumlah /total aset produktil Rupiah
b. Jumlah ,."'Ll:nt.al pinjaman di & l'[ﬁ.ﬂ-j‘ﬂmlm.t Rupiah
£, .. dst
T. . dat |
WALI NAGARI, KETUA TIM PENYUBUN RPJM
NAGARI,
Catatan :

Ket. Kualitas : {(Rusak, Rehab, Baru)
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7. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA S0SIAL BUDAYA

Mengetahui : % tanggal ..
WALI NAGARI, KETUA TIM PENYUSUN RPJM
HAGARI,
Heterangan :

Sumber daya sosial budaya diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan
berkembang hingga saat ini, seperti : kegiatan-kegiatan gotong-royong,
peringatan-peringatan hari- hari tertentu yanp masih dilakukan serta
perkembangannya dapat dilakuken kegiatan perlombaan [festival seni
budaya lainnya.
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3. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
NAGARI REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
NAGARI

NAGARI

KECAMATAN ' ......iceereriveioien:
HABUPATEN | .cociresasranrrsrsias

PROVINSI L AR ARRAR TP A Sa

di ctapan F‘mcg&aﬂ.u Satas

<. Fendataan
E.Iﬁwmnﬂ.%ﬁg
T

: Anggota Rumah Tangga Miskin

Il, | Peiaksanaan Pembangunan
7. Pemban in Janr &l
3. Rehabih hﬁdung%ﬂnﬁl
TIT. P%m‘hm.a.an Kemasyarakoian
- Pembinesn PERK I
. binaan Eﬂ.l"ﬂ.t‘lﬁ Taruna
T .. det
IV, | Pemberdavaan Masvarakst
i tﬂ!t_:lyl_F:FHD
tihan Tata Bo
. ogl lepat
G R st =
Mengetahui: 0 e tanggal ...
WALI NAGART, KETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,
Keterangan
L : Laki-Lald
P : Perempuan
A-RTM



H. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGABAN JORONG, KELOMPORK

NAGARI

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

1.
2 Iri Jo 1.500 [meter 00| 125 ]
3 =Y OTOOE 35 (Umng 25 10 ]
Pembas Aar
4. | Bantuan Rehab Human Jorong D 45 KK 28 25 19
i
I
|
|
|
Mengetabui: =000 s tEangeal ..o
WALI NAGARI,

a7
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K. FORMAT BERITA ACARA MUSNAG PENYUSUNAN RPJM NAGARI

BEERITA ACARA

MUSYAWARAH NAGARI PENYUSUNAN RPJM NAGARI

-

Berkaitan dengan penyosunan RPJM Nagari melalui Musnag, telah
diadakan Musnag di Nagar ...ocooidoee.. Kecamefam ...
Kasbupaten Lima Puluh Kota Pmmns: Sumatera Barat dalam ranghka
penyusunan RPJM Nagari, maka pada hari ini

Har dan Tanggal
Jam v ve——
Tempat AR B N R A R 2 i R o Ll

yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, wakil.
wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam Musnag ini adalah :

I. Materi
Il. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah | .............. daf ... S— Notulis
................................... dari coocininiiniseeeeen.., Narasumber
]. --------------------------------- dﬂ.rj. LR T Y demrrrannEEraEEs ddmmnmi
B R e T o B
B R dan seterusnya
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Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musnag menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari Musnag dalam rangka penyusunan RPJM Nagari
yaita -

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tangpungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Mengetahui :
Wali Nagan, Ketua Bamus,
{ o { )
Wakil Masvarakat,
SRR P P
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L. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA PENYUBUNAN
RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Nagan ...
Keoarnaban oo i , Kabupaten Lima Puluh EKota Provinsi

Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rancengan RPJM Nagari,
makia pada hari ini :

Hari dan Tanggal

JAErm

Tempat T VT e

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM  Nagari oleh tim
penyusun RPJM Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakuken dalam rangka penyusunan rancangan
RPJM Nagari adalah sebagai berilout ;

e 4 A A A R A A 1 1 ot gttt a o

.

: [P R R A R R T e TETTReeY T W T T A ;

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Nagari sebageimana terlampir.,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tangpungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahuzi Ketua Tim Penyusunan RPJM
Wah Nagari,
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M. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA
MENENGAH NAGARI :

BAEBR1 : Pendahuhian

BAB 11 : Goambaran Umum Kondisi Nagani

BAB Il : Gambaran Pengelolaan Keuangan MNagar serta Keranghka
Pendanaan.

BAB IV ! Analisls Isu-lsu Strategis

BAB V - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI  : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Kebijaken Umum dan Program Pembangunan Nagari

BAB VIII : Indikasi Rencana Prng ram Prioritas wvang disertal
Kebutuhan Pendanaan

BAB IX t Penetapan Indikator Kinerja Nagari

BAB X : Penutup

N. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NAGARI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan PENyUSUnAn  rancangan RPIM Nagarl ...
KeCarmatan ..., , Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Ba:ar;
padsa :

Hari dan Tanggal

Jam

Tempat

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari vang
dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, waldil-wakil
kelompok masyarakat, sehagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanasn pembangunan MNagari
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah da.n narasumber

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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[I. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah 1 ....ciimiiimmr R i e e R B 5 s
Nntﬂia dari
Narasumber R P A oL e dari

s Lr TR v

Dy viresniesiain s i A0 SEtETOSTIYA

Setelah dilakuken pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunen Magari menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan

pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari
vaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

swiismprr iy BRIy e o s
Ketua Bamus Wali Nagari

Waldl Masvaralat
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O, CONTOH FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG RPIM NAGARI
TAHUN .....co = sinin

- WALI NAGARI [NAMA NAGARI)
HABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI .......ccoivievnnnss
HKECAMATAN .....cconvvmmmnnsisosnas
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR ... TAHUN .......
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGHA MENENGAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA
WALI NAGARI ....ccovnnneranany

Menimbang @ a. bahwa dalam rangks pemerataan pembangunan dan
meningkatkan  partisipasi, kesejahteraan  serta
pelayanan masyarakat Nagari perlu  perencanaan
pl:mbaﬁgunﬂn vang berkesinambungan berdasarkan
skala prioritas Nagari dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala
prioritas Nagari dimaksud, maka perlu menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
untuk jangka walktu 6 (Enamj Tahun kedepan;

¢. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagan merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali
Nagari terpilih yvang memuat arah kebijakan keuangan
Nagari, rencana strategis pembangunan Nagari, dan
program kerja Nagari;

d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayar (2
Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal
..... ayat (...) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor
..... Tahun 20.., menyatakan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana
Kerja Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan
Nagan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalsm huruf a, huruf ® huraf ¢, dan
huruf d perlu menetapkan Peraturan Nagan tentang
Rencana Pembangunan Jan.g‘ica. Menengah Nagari
; o TEhumn . el

UndangJJndang Nu-m-:tr 12 Tehun 1936 Tentang
Pembentukan Deerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinel Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 235);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern  Perencanaan Pembangunan  Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara REepublik Indenesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]
sebagrimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengem Undang-Undang MNomor 9 Tgshun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679):

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3339) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tetang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
<014 tentang Pedoman Pembangunan Desa [Berita

Megara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor
2094);



7. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah
Tertingeal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musnag (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1)

* g, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ..... Tahun
20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan
Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Negari (berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20... Nomor.....;

Dengan Hesepalatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ........
dan
WALI NAGART ...ccnnnrenranien

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGEKA MENENGAH NAGARI
nErETd Tm FRFFErrd B ERTEE

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagar ini yang dimaksud dengan

b=

Sl

Dacrah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota. i

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang unmuk menganir dan mengurus urussn
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

56



10.

11.

i 8

13.

14

15.

Pemerintah Nagari adslah Wali Napari dibantu perangkat Nagari
sebagal unsur penyclenggara Pemerintahan Nagari,

Badan Permusvawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus
Wagar adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemenntahan

.vang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagan

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan~ oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Nagan.

Perencanaan adalah sustu proscs untuk menentukan tndakan
masa depan yang tepat melalui wurutan pilihen, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Daerah  adalah  suatu  proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangks meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu linglkungan wilayah/daerah
dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Magari.

Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan
vang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan
Badan Permusyvawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara
partisipatif gpuna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nagari adalab satu kesatuan
tata «cara perencansan pembangunanuntuk  menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah
Nagari, Bamus Nagan, dan masyarakat Nagar,

Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Musnag adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah
Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis. .

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, yang selanjutnye
disingkat Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Napari, Pemerintah Nagari, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Permerintzah Nagarl untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan keburuhan
Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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16.

17,

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25

26,

27,

Rencana Pembangunan Jangka Menenpgah Nagar, selanjutnya
disingkat RPJM HNagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan

 Nagari untuk jangka waktu 6 {enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKFP
Magari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangks waktu 1
{sam) tahun.

Daftar Uswlan RKP Nagan adalah penjabaran RPJM Nagari yang
menjadi bagian dari REP Nagarl unmuk jangka waktu 1 {satu) tahun
vang askan diusulkan Pemerintah Nagar kepada Pemerintah
Daerah melahii mekanisme perencanaen pembangunan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya discbut APB
MNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagart
Dana Desa adalah dana yang bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan digunakan untuk membiayai penvelenggaraan pemerintahan
Negari, pelaksanaan pembangunan  Nagari, pembinaan
kemasyarakatan Nagar, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadsan yvang dimginkan
pada akhir periode perencansan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya vang akan
dilaksanakan untuk mewnjudkan visi

Stralegy adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatil untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil gleh Pemerintah
Nagari untuk mencapal tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan vang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari/lembaga
Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan mavarskat yang dikoordinasikan
oleh pemerintah Nagari.

Partisipatil adalah suatu proses dimana berbagsi pelaku
pembangunan di Nagari dapat mempengaruhi serts membagi
wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan,
keputusan serta pengalokasikan berbagal sumber daya yang
berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.

Pembangunan Partisipatii adalah suatu  sistem pengelolaan
pembangunan di Nagari dan kawasan Kenagarian yang
dikcordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargasn, dan kegotongroyongan  guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial,



28.

30,

31.

Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kestjahteraan masyarakat dengan meninglkatian
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan.

- kesadaran, serta memanfaatkan sumber dayva melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyvarakat
Magari.

PengkajiarmT Keadaan MNagari adalah proses penggalian dan
pengumpulan dara mengenal keadaan obyektl masvarakat,
masalah, potensi dan berbagai informasi terlemit yeng
menggambarkan secara jelas dan langl:ﬂp kondisi serta dinamika
measyarakat Nagari.

Data Nagar adalah gambaran ml:n:.f:]uruh mengenai potensi yang
meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Dayas Manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal,
ilmu pengetahuan dan teknologi, serts permasalahan yang
dihadapi Nagari.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung arau
ddak langsung mendapatken manfaat =atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembengunan daesrah.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

RP.JM Nagari Tahun 2022-2028 merupakan :

.

Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Nagari yang
membuat  Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah  Kebijakan,
Pembangunan Nagari dan Keuangan Nagari, serta Program
Perangkat Nagari dan lintas Perangkat Nagari vang disertai dengan
kerangkn pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6
(enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus
acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam
melaksanakan program pembangunan untuk m:wufud.kan tujuan
pembangunan yang ditetapkan,
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BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud RPJM Nagari adalah untuk memayungi serta memberikan
argahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaka
pembangunan yvaitu Pemerintah, Swasta dan Masgyarakat,

-

Pazagel 4

Tujuan RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagai pedoman dalam ;

a. Menetapkan sasaren pembanginan, strategi dan kebijakan
umum pembangunan nagari serta merumuskan program
prioritas pembangunan enam tehunan agar mekanisme
perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar,
terpadu, sinkron dan bersinergi sesual dengan kondisi dan
karakteristik Nagari; dan

b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari).

Pazgel 5

1) Ruang Lingkup RPJM Nagari Tahun 2022-2028 meliputi penjabaran
Viei, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan
Program Strategi Wali Nagari disertai dengan rencana kerja dalam
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif:

4) RPJM Naganr Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijadikan sebagai telok ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari
pada akhir masa jabatan.

BAB IV
DOKUMEN RPJM Nagari TAHUN 2022-2028
Pasal &

(1) Dokumen RPJM Wagari 2022-2028 disusun dengan sistematika
perulisan sebagai berikut : '

BAB I : Pendahuluan

BAB 11 : Gambaran Umum Kondisi Nagari

BAB I i Gambaran Pengelolaan Keuangan Nagari serta Kerangks
Pendanaan,
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BAE 1V : Analisis [su-Isu Strategis

BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI  : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII  : Kebjjakan Umum dan Program Pembangunan Nagari

BAB VIII :Indikasi Rencana Prog ram Priorites yang disertal Kebutuhan
Pendanaan

BAB X  : Penctapan Indikator Kinerja Nagari
BAB X wPeoutup

{2) Dokumen RPJM Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1]
selengkapnya berbunyi sebagaimeana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan satu kesatian yapg utuh dan bagian yvang tidak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BABV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Wali Negari melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanasn
RPJM Nagan Tahun 2022-2025

(2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Wali Nagari dapat menunjuk pejabat tertentu
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

{3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIJM Nagari
Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BARB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal B

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Nagari
wajlb  menyusun RKFP Nagari pada tahun  terakhir
pemerintshannya. .

(2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebelum
RPJM Nagari periode berilkutnya disusun dan ditetapkan.

(2) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Nagari tahun pertams periode
pemerintahan Wali Nagari terpilih berikutnya.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Nager ini, maka Peraturan Nagari
.......... Momor...... Tahun ...... tentang Rencana Pembanpgunan

Jangka Mencngah Nagar .......... Tahun 20....-20.... (Berita Nagari
Kabupaten Lima Puluh Keta Tahun ..., Nemar....) dinyatakan

dietibut.
Pasgal 10
Peraturan Nagar ini mulai berlalm pada tanggal diundanghken,

Agar setisp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Nagan inl denpan penempatannya dalam Lembaran
721 T o R, Tahun .... Nomor....

Ditetapkan di ..o

pada tanggal ... oo
WALI NAGARI ........ccocvvrvvnnvnnnrey

SEKRETARIS NAGARI,

Fdpiepariabasrdmanbanadia

LEMBARAN NAGART. ............... TAHUN ........ NOMOR ......
Ditetapkan di Sarilamalk
Pada tangga! 18 Februar 2022
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

BAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

safinan cosoal dengan aslimya
" KEBRL BAGIAN HUTLLA
SETDA KAB LIMA PULLH B3TA

CERETOTTUNA S
- MIPSERG 10108 0] K06
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LIMA PULUH EQOTA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 FEBRUARI 20322

TENMTANG : TENTANG PETUNJUK TEENIS PENYUBUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH NAGARI, RENCANA HERJA
PEMERINTAH NAGARI DAN  PELAHEANAAN HKEGIATAN
PEMBANGUNAN NAGARI

PEDOMAN PENYUBUNAN RENCANA EERJA

- PEMERINTAH NAGARI
A. Contoh Format Keputusan Wali Nagan tentang Pembentuken Tim
Pemyusun  Rencana Kerja Pemerintah Nagari ...
Tahun 20...:

WALI NAGARI ....ccoonmsisnrnsnns

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN WALI NAGARI ........ococcornnnn, (Mama Nagari)
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PFEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI .......

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagard] ..ocoeeeevieree.
Tahun ......., maka dipandang perlu dibentuk tim:

b. bahwa nama-nama dan atau jabatannya tersebut dalam
Reputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap
dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

¢. bahwal sesuai ketentuan dalam Pasal ... ayat (...) Peramuran
Bupat Lima Puluh EKota Nomor.... Tahun tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Ren::ana Pembangunﬂn
Janglka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah
Negari serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan MNagari,
menyebutkan bahwa Tim penyusun RKP Hﬂgan ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari;

d. behwa berdasarkan pertimbengan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan hurif c, perlu menetapkan
Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Nagari ................ Tahun .......

&3



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19556 Tentang
Pembentuken Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem

Perencanaan Pemben gunan Nasional ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 104,
-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan , Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55ET7)
stbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 2094}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

ad



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

8, Peraturan Menterd Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemiberdayvaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Noemer 159},

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun
20... Tentang Petunjuk Telknis Penvusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana
Kerja Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan Kegiatan
Pembanpunan Nagari (beriia Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 20... Nomor

¢ Membentuk Tim Penyusun RKP Nagar ... Tahun

20..., dengan susunan Tim sebagai berikut :

a. Pembinan Wali Nagari ...,
b. Ketua Sckretaris Nagari
¢, Sekretans Ketua LPM Nagari ............
d. Anggota 1. Unsur Perangkat Nagari;
2. Unsur Lembaga Pemberdayaan
3. Unsur Kader Pemberdayaan Masyaralkat
4. Unsur Karang Taruna;
3. Unsur Perempuan;
6. unsur masyarakat lainmya

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyal tugas sebagai berikout ;

a. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah:

b. pengkajian keadaan Nagari;

€. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan

d. penyempurnaan rancangan RKP Nagari.

Tin'llak:eh dimaksud Diktum Kesatu dalam
melaksan tugasnya senantiasa berpedoman da
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berl&l-nli?

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibe pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari ........ Tahun Anggaran 20.... Kﬂdfarekunjng

------------------ akmreg

fu Wali Nagari in i
mpm agari ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di ............

pada tANERAL .....ccccvevprirrimniisenss
WALI NAGARI .............,

..................
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B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI

NAGAR]
HECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

WALI NAGARI, KETUA TIM PENYUSUN RKP
NAGARI,

LT



C. FORMAT DATA NAGARI DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM
NAGARI R R A Eovarra Rk et ey v RSt ey A
KRBT . s A
PROVINSL  : .orvrres SN s A BN A

1. | Material batu kali & kerilal i 500.000 m
r anah Urug 700,000 m
N Llﬁ.i&ﬂagd Tegalan 25,138 H
i, an Persawahan 5,104 H
5, | Lahan Hutan 35.000 H
6, gal 8129 H
7. |Tanamen perkebunan ;: Cengkeh, Lada, Kopl, 6.500 H
T 11 n‘
B, | Air teffun T
<} D=t Buah
WALI NAGART, HEETUA TIM PENYUSUN RKP
HAGART,
Keterangan :

Diisi dengan data selounder dari data Potensi Nagari, Profil Nagari,
Monografi Nagari Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll vang
relevan. D = SDA dalam Nagari

K = SDA terkait Kawasan Nagarl/Wilayah Antar Nagari,

¥



D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

MAGARI LA Y o P A e o Ll ol S

KECAMATAN

AT 4 e e i e ;

PROVINSI

1. Penduduk dan Hﬂuafga

a. Jumlah Penduduk Laki-laki

b. Jumlzh Penduduk Perempuan

¢. Jemlah Keluargs

2. | Sumber Penghasilan Utama Penduduk

A, Pertanian, perikanen, perksbunan

b. Pertambsangan dan penggalian

c. Industr pengnlahan [Pabrik, Kerajinan dil)

d. Perdapangan besar/eceran dan Rumah Makan

e. Anghuran, pergudangan, komunilssi

f. Jasa

E. Lainnya {air, gas, listrik, konatruksi, psrbankan dil)

3. Tana@ Eenja berdasarkan latar ]::IuJ-:nn_ﬁ_P_Endldﬂmn

Lulusan 21 keatas

Orang

Lulusan SLTA [SMA, SMK, MAN)

5

l_.u_ly:a.n BMFP

Crang

Lualusan 8D

FPFF”

29

Tidak Tamat Ei‘Jf’_T___‘idaJ: sokolah

Orang |

39

Mengetahui :

Ll R T e e g

LR L e LT LEELR ST

B8



E. FORMAT DAFTAR GAGASAN JORONG/KELOMPOR

DAFTAR GAGASAN JORONG; KELOMPOK
NAGARI

-t
ERBUFATEN . & i it st Al s e e s s i
FROVIME] T o o A R
1. %m!ﬁnihmmﬁ Oedung Posyandu | Jorong A 1 [unit 45 ¥ 37 |
1. anhmﬁt_llnan..ar}ngan Irigasi| Jorong H 1.500 |meter 100 125) Ol |
3, T Rader Jorong O Jdo |Drang 13 10| !
Pambeardayaan |
4. | Bantuan Rehab Rumash Jorong T | 15 THR 28 45|
Mengetahui : tangpal o o ;
VALY KAGARS, EETUA TIM PENYUSUN RKP NAGARI,

1)



F. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGEAJIAN KEADAAN
NAGARI

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGEAJIAN KEADAAN NAGARI

Berkaitan dengan penyvusunan REF Nagar, di Nagan ......c.c.coeeeee

Kecamatan ....... ... Kabupaten Lima Pulubh Kota Prcmnm
Sumatera En:at, dilaksanﬂkan pada :

Tempat

Telah dilaksanakan kepiatan pengkajian keadean Nagar vang dihadir

oleh wakil-wakil dari kelompok masvarakat, kepala jorong, warga

" masing-masing jorong, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di

Nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan

vang dilakukan didalam proses pengkajian Nagari tersebut adalah :

Contoh

1. Penpgkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Nagari;

2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;

3. Pengkajian potensi dan  masalah berdasarkan diagram
kelembagaan;

4. Pengkajian peluang pendayegunaan sumber daya Nagar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahken dengan penuh tanggungiawab
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

‘Mengetahui Ketua Tim Penyusunan REKP Nagari
Wali H‘ﬂl’il
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G, FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI

I

Il

LAPORAN
PELAHSANAAN PENGEAJIAN KEADAAN NAGARI

NAGARY
KECAMATAN
KABUPATEN

PROVINSI

Latar Belakang

Contok

Salah satm clemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan
Mageri adalah ketersediasn RPJM Nagearn dan RKPNagar. Harena
kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan
pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Nagari. Maka
lualitas RPJM Nagari dan REKP Nagan menjadi penting untuk
menjadi perhatian bailk dari segi proses penyusunannva, kualitas
dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Penglmjian Keadaaan Nagari (PKN) adalah merupakan proses wajib
yvang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses
penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari.

Tujuan
Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan
cermat:

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
Pengkajian potensi Nagari.

Pengkajian peluang pendayagunaan sumber dava Na.gan
Penghkajian permasalahan yang dihadapi.

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyvarakat.

o R e
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[l. Tim Pelaksana Penghajian Keadaan Napgari

VL.

Contoh

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim Penyusun REF
Nagari dengan dipandu oleh Pendamping, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Nagar.

. Pendekartan dan Metode

Contoh -

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan secara partisipatil dengan
menggunakan metode P3MD  (Perencansan Pembangunan
Partisipatil Masyarakat Nagan).

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Cortioh

Alat kaji vang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender
Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagsan,

PROSES PELAKSANAAN

Cantoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang
arah kebijakan pembangunan kabupaten.

2. Memfasilitazi masvarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok
atau dusun  untuk menemukenali potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat dengan menggunskan slat kaji tersebut
di atas.

3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok
atau dusun untuk menemukenali peluang pendayvagunaan
sumnber daya Nagari.

4, Memiasilitasi masyarakat dalam pertemuan di ungkat kelompok
atau dusun untuk merumuskan usulan rencana Kegiatan.

I Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Nagari dan dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL

Contoh

1. Data Nagan vang sudah diselaraskan,

2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan
masuk ke Nagari, -

3. Data rencana program pembangunan kawasan Nagari.

4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari
Jorong dan/atau kelompok masyarakat,
o. Dst,

rF)



VIIl. Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contah
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Nagari

svgdeieay TROEERL i S

Mengatalnii Eetua Tim Penyvusunan EKP Nagari
Wali Nagari,

73



H. FORMAT BERITA ACARA MUSNAG PENYUSUNAN RKP NAGAR]

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI PENYUSUNAN REKF NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan REKP Nagarn melalui Musnag, telah
diadekan Musmag di Nagan ... Kecamatan ...
Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dalam rangka
penyusunan RKP Nagar, maka pada hari ini :

vang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat MNagari, Bamus, walal-
wakil kelompok masyarakat, scbagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yvang dibahas, narasumber, notulen dan vang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam Musnag ini adalah :

.....................................................................................................

Pemimpin Musyawarah : ..o 888 i, Notulis -
................................... AT .o s NRIRSUmMber :

Bo ¢ e s 3+ 5 RPN A A

- R RO ORI s e e s e
. dan scterusnya
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Setelah dilaluken pembahasan terhadap materi, selanjumya seluruh
pescrta Musnag menyepakali beberapa hal vang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari Musnag dalam rangka penyusunan RKP Nagan
yaity

........................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungiawab apar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Mengetahui ;
Wali Nagari, Ketua Bamus,

Wakil
Masyarakat,

5



(]
=
THYDVE DT ENENLEES WLL VOLEH THYOVE TTVM
| * prupyad sy
Al AT
= T S T "
m AR AR
— LD AT A
Il
o

reersesssssss ML TIVOVM HVOVN HVINRIAWEL VI VAVONTE NVONVONVE



FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI
BERITA ACARA PENYUBUNAN
RANCANGAN RKP NAGARI
Berkaitan dcng;a.n pelaksanaan musyawarah REP Nagar ... ;
HECRIEEIL  sreeensans cnsiansinats , HKabuparen Lima Puluh Kota Provinsi

Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rancangan RLP Nagari,
meka pada hari ini :

Hari dan Tanggal R e
Jam b i B R M A b
Tempat e R T B s B R

telah diselesaikan penyusunan rancangan REP Nagari oleh tm
penyusun REKP Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Nagari adalah sebagai beriloat :

e S R N i S B R o e B SR RS

B s B e g AR 0 o Db B e 4 5 s R T B B A AR

- R e e AR SRR R e T R

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Nagari sebagaimana terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungiawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................... , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RKP
Wali Nagari,

!lil-l-ll-vl llllllllllllllllllllll q-.} E ---------------------------------- |l

LE



J. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI :

BABI : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4, Proses Penyusunan RKP Nagari
BABIl : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI
2.1. Visi- Misi Wali Nagari
2.2. Gambaran Umum Sosial Budeya
2.3, Gambaran Umum Kemiskinan
2.4, Gambaren Umum Ekonomi
2.5, Gambaran Umum Insfrastruktur
BABIll : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Peclaksanaan Pembangunan pada
RKF Nagari Tahun sebelumnya
; 3.2. Identifikesi masalah berdasarkan RPJM
Magari
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarksn Analiza
Keadaan Darurat
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah

3.9. Idenufikasi Masalah Berdasarkan Isu
Strategis

BABIV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI:
4.1 Evaluasi Pendapatan Nagari Tahurn
Sebelumnya
4.2 Pagu Indikatif Nagari
4.3 Kebijakan Pendapatan Nagari
4.4 Kebijakan Belanja Nagari
4.5 Kebijakan Pembisyaan Nagari

BABV : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

18



K. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NAGARI PENYUSUNAN RANCANGAN REP NAGARI

Berkaitan dengan ~ penyusunen rancangan RKP  Nagar ..

Kecamatan ..o , Kabupaten Lima Puluh HKota Provinsi Eu.nmt:r;
Barat pada :

Hari dan Tanggal R o P ars gl e

Jarm

Tempat
\

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagan yang
dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, waldl-walil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir,

Materi yvang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Nagari imi serta yang bertindak selalu unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

I. Materi

11, Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah | ......ooooviemnenneneeees QAT coveeesieerernrener s
Notulis : BRI ot s s s g g o s

MNarasurmnber S - RPN |- , (AR
7 dari ......... o I

B e e QAN SeterUSHYA
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Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjummya seluruh
peserta musyawarah perencanasn pembangunan Nagen menyepakati
beberapa hal yang berketctapan menjadi kesepakatan akhir dan
musyawarah perencanaan pembangunan Nagar dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Nagari yaitu :

.....................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengen penuoh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan scbagaimana mestinya.

v TANEAL ovy i Shiiars

Ketua Bamus Wali Nagan
[tees e beene ey en e | - }
Walil
Masvarakat
s R e }

&0



L. CONTOH FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG RKP NAGARI

TAHUN ...

=

WALI NAGARIT (NAMA NAGARI)
HABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGART .....cocvireeunnnns
KECAMATAN ..cveusseisasnssssinsss
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN .......
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI ......co0nee

TAHUN ......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

Menimbang

WALI NAGARI

a. bahwa dalam rangka pemeérataan pembangunan
dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan
serta pelayanan masyarakat Nagar  perlu
DETETICANAATL pembangunan vang
berkesinambungan berdasarkan skala prioritas
Nagari dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan
skala proritas Nagar dimaksud, maks perlu
menyusun Rencana Kerja Peomerintah Nagari
untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;

c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagan merupakan penjabaran dari viai dan misi
Wal Nagari terpilih yang memuat arah kebijakan
keuangan” Nagari, FENCENg strategis
pembangunan Nagari, dan program kerja Nagari;

d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Nagari dan Pasal ..... ayat (...] Peraturan Bupsati
Lima Puluh Kota Nemor .... Tahun 20...,
menyatakan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kera
Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan
Nagari;
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Mengingat

-'2_

dimaksud dalam huruf a, hurof b haruf e,
dan huruf d perlu menetapkan Peraturan
Nagari tentang Rencana Pembangunan Jaﬂgka
Menengah Nagari .. ... Tahun ....... 8/d .......
Undang-Undang ﬂumur 12 Tahun 1955 Tnntang
Pembentukan Daerah Owonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 235);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencenaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 MNomor 104, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 MNomor 7, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerntahen Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
MNomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Ilembaran Negara Repubiik
Indonesia Womor 3539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talbun 2014
Tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

a2



7. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musnag
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomoer 611).

§, Permturan Bupati Limza Pulubh Kota Nomor ...
Tahun 20... tentang Petunjuk  Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagan [Dan  Hencana  Kera
Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Nagari (berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 20... Nomaor.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGART ....cooovuvnnnie
dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN HAGARI TENTARG RENCANA

KERJA PEMERINTAH NAGARI ........... TAHUN

LA LI L2 BLER L)

BABR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagarn ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota,

Bupati adalah Bupat Lima Puluh Kota.

Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota,

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memil‘ii
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sctempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional vang diakui dan dihermati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
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A

18.

19,

20,

21.

X2,

23,

24,

23.

26,

7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagan, selanjutnya
disingkat RPJM  Nagari, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Nagari untuk jangka waltu b (enam| tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RREF
Nagari, adalah penjabaran dari RFJM Nagar untuk jenghka

waktu 1 (satu) tabun,

Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagarn
vang menjadi bagian dari REP Nagar untuk jangla waknou 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada
Pemerintah. Daerah melalui mekanisme  perencanaan
pembangunan Dacrah.

Anggeran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnys disebut
APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Nagari. -

Dana Desa adalah dana yang bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Negara yvang diperuntukkan bagi
Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrsh dan digunakan unfuk membigyai
penyelenggaraan pemerintahan Wagari, pelaksanaan
pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan
pemberdayaan masyarakat Nagari,

Visi adalah rumusan uwumum mengenai  keadaan  yang
diinginkan pada akhir periode perencanzan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaysa vang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah bersikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Nagari untuk mencapai fujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sam arau
lebih kegiatan vang dilaksanakan eoleh  pemerintah
Nagarn/lembaga Nagari untuk mencapal sasaran dan tgjuan
serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan mayvarakat
vang dikoordinasilkan oleh pemerintah Nagari.

Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagal pelaiu
pembangunan di Nagarn dapat mempengaruhi serta membagi
wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan,
keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang
berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.

Pembangunan Partisipatiil adalash suatu sistem pengelolaan
pembangunan di Nagari dan kawassn Kenagarian yang
dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongrovongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan  keadilan
sosial.

B4



3.8 [dentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat

3.0, ldentifikasi Maszalah  berdasarlan Prioritas

Kebijakan Pembangunan Daerah

3.10. Identifikasi Masalah Berdasarkan Isu Strategis

BAB IV

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI:
“4.6 Evaluasi Pendapatan Nagari Tehun Sebelumnya
4,7 Pagu Indikatil Nagari
4.8 HKrebijakan Pendapatan Nagari
4.9 Kebijakan Belanja Nagari

4,

10 Kebijakan Pembiaysan Nagari

BAB V : FENUTUP

LAMPIRAN
1.

2.

&

T
a.

9.

10.

11

16.

17.

18.
19.

Berita Acara Musnag Perencanaan Pembangunan
Tahunan, Netulets dan Daftar Hadir

Dokumen Laporan Wali Nagarn ates Realhsasi REP
Nagari tahun berjalan,

Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Bamus Nagari-Nagari
Dolkumen Aspirasi Masyarakat

Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun
RKP Nagari

Keputusan Walli Nagan tentang Tim Penyusun RKFP
MNagan

Daftar Hasil Pagu Indikatif Nagari

Daftar Rencana Program den Kegmatan Pembangunan
yvang Masuk ke Nagari

Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Nagan

Gambar Desain Kegiatan

. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
12.
13.
14.

15.

Rancangan RKP Magar Tahun 2023

Rancangan Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2024.
Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Nagan
Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari, Notulen
dan Daftar Hadir

Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan
Perbidang Kegiatan

Berita Acara Musnag Pembahasan dan Penyepakatan
RKP Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.

Peta Nagari

Dolkuamentasi Foto Kegiatan.

85



28,

29,

30,

a1

(1)

Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya
mengembangkan kemandinan dan kescjahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilale, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

.sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang scsuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses pengealian  dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakar,
masalah, potensi dan berbagal infurmasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Nagari.

Data Nagar adalah gambaran menyeluruh mengenal potensi
vang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia,
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial,
kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
permasalahan yang dihadapi Nagan,

Pernangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidek langsung mendapatkan manfaat atau dampak darn
perencanaan dan pelaksansan pembangunan daerah,

BAE 11
SISTEMATIEA PENYUBUNAN REF NAGARI
Pasal 2

REP MNagari Tahun 2023 disusun dengan sisternatika sebagai
berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
1.5. Latar Belakang
1.6, Dasar Hulkum
1.7. Maksud dan Tujuan
1.8. Proses Penyusunan RKP Nagan
BABIl : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI
2.6, Visi — Misi Wali Nagari
2.7. Cambaran Umum Sosial Budaya
2.8. Gambaran Umum Kemiskinan
2.9, Gambaran Umum Ekonomi
2.10, Gambaran Umum Insfrastrukour
BAB Il : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.0. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKF Nagari Tahun ssbelumnya
3.7, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Nagari

E&



LAMPIEAN

3.8,

3.9.

ldentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat

ldentifikasi Masslah  berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah

3.10. Identifikasi Masalah Berdasarkan |su Strategis
BAB IV : GAMBARAN KEBLJAKAN KEUANGAN NAGARI:

4.6 Evaluasi Pendapatan Nagar Tahun Sebelumnya
“4.7 Pagu Indikatif Nagari

4.8 Kebijakan Pendapatan Nagan

49 HKebijakan Belania Nagari

4,10 Kcbijakan Pembiayaan Nagan
BAB V : PENUTUP |

1,

¥
8.

9.

10.
11.
12.

13,
14.
15.

16.
17.

18.
19,

Berita Acara Musnag Perencanaan Pembangunan
Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir

Dolumen Laporan Wali Nagari atas Realisasi REP
MNagari tahun berjalan,

Dolkumen Pokok-Pokok Pikiran Bamus Nagari-Nagari
Dokumen Aspirasi Masyarakat

Berita Acara Musyvawarah Pembentukan Tim Penyusun
REP Nagari

Kepurusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP
Magan

Daftar Hasil Pagu Indikatif Nagan

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
vang Masuk ke Nagari

Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari
Gambar Desain Kegiatan

Rencana Anggeran den Biaya (RAB)

Rancangan RKP Nagari Tahun 2023

Rancangan Daftar Usulan REP Nagari Tahun 2024,
Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan REKP Nagari
Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari, Notulen
dan Daftar Hadir

Deokumen Skering dan Kriteria Usulan Kegiatan
Perbidang Kegiatan

Berita Acara Musnag Pembahasan dan Penyepakatan

RKP Nagar, Motalen dan Daftar Hadir.

Peta Nagari
Dokumentazi Foto Kegiatan.
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(2) Penjabaran sistematika RKP Nagari Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebapgeimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

RKP Magari Tabun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintahan MNagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagan dan
magyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nagan Tahun 2023,

Pasal 4 |

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilakssnaksn secara transparan, partisipatil dan aluntabel oleh
pelaksana kegiatan pernbangunan dengan menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (REA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), seria

dipertanggungiawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum
Musyawarah Nagari.

Pasal 5

RKP Nagan dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus, scperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial  yang
berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
dibahas dan disepakati bersama dengan Bamus Nagari dalam
Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Nagari, '



Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Nagar ini selanjuinya disusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

{2} Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagar ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanasnnya diatur lebih lanjut oleh Wali
Nagari.

o BAB ITI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal B

Peraturan Nagari ini mulai berlalou pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan
Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran
MNagari.

Ditetapkan di ............

pada tanggal ... e
WALl NAGARI .....

Dinndangkan di ..
EEERETﬁR.IE HA.GARI

LEMIEARAH MAGARL......cinrvsssvsnie TAHUN ........ NOMOR ......

Ditetepkan di Barilamak

Pada tanggal 18 Februar 2022

BUTATL LIMA PULTH ROTA,
ttd

WEUDD[H DT. BANDARD RAJO

" galingn sesual g an aalimyn
KERSLN SaZian v um

SETDA KAS. LIMA PULL I #OTA
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